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A. latar Belakang Masalah

Era modern merupakan salah satu krisis terberat
dalam sejarah masyarakat Islam. Krisis ini muncul bukan
hanya disebsbkan oleh suasana melaisme &Gikalangan umat
Islam sendiri, tetapi lebih karena kontek dan perbentur-
annya dengan kekuatan politik dan militer Eropa yang
terus menerus sejak akhir abad XVIIL. Dan menjelang ta-
hun 1920-en, seluruh kawasan Islam telah dikuasai oleh
berbagai Negara Eropa. Keadaan itu disamping telah men
ciptakan dis-intregrasi politik kawasan muslim, juge

telah menggoncangkan jati diri masyarakat Islam.

Salah satu dampak terbesar dari penetrasi dunia
Barat atuas dunis Islam, adalah menyangkut konsep dan
sistem politik kenegaraan, yang tentu saja konsep terse
but asing dan kerenanya a-historis bagi masyarakat mus
lim pada umumnya. Karenanya beberapa konsep barat seper-
ti : l'egera kebangsuaan (national stete), Nasionalisme ,
kedaulatan dal lein seb: gainya, telah menjadi bahan per

debatan dikalangan pemikir dan penguesa Islam.

Perdebatan itu tetap saja menarik, tidak saja ka-
rena arti pentingnya Negura dalam konsepsi lslam, tetapi

konsepsi negara yang nota-bene berasal dari Baret terse-



but, telah berpengaruh bahkan telah diperaktekkan di-
lingkungan masyarakét muslim. Sementara semenjak awal
perkembangan Islam sampal setidak-tidaknya zaman pra- .
modern, masyarakat Islam hanya mengenal dua konsep teri-
torial religius, yakni : dar al-Islam (negara Islam) dan

dar al-harb (negara non muslim).

Dalam koneep .Islam, negara mempunyai arti dan pe-
ran yang =sangat penting, bahken sentral. Negara dalam
konsepsi Islam bukan hanya sekedar aslat bagi pencapaian
kemakmursn, ksejahtraan den pertahanan, tetapi negara
harus pula ‘apat menjamin berlakunya syari'ah.

Al-Qur'an sebagai sandaran utama perilaku manu -

sia muslim, tidak hanye meletakkan prinsip-prinsip moral

itas dan .etika, melainkan juga memberikan tuntutan dalam

bidang sosial, pendidikan ekonomi dan politik berikut
ketentuan-ketentuan hukuman untuk kejahatan yang ada.
Kesemuanya itu tidak akan da pat dilaksanakan dengan

tuntas bila tidak adea satu negara yang akan menegekkan -
nya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Taimiyah bahwa da-
lam memahami relevansi manuver politik Islam, maka ter-
bih dahulu kita bisa mnmgacu dan memshami heberapa se-
trategi nabindalam mendirikan negara Islam dimasa awal
kebangkitan Islam. (Imam Taqi ad-Din Ibn Taimiysh, Iv:
1969 : 161)

Pembagian dunia kedalam dua kutub yang kelihaten



bertelak belakang tersebut, dikarenakan oleh karasteris-
tik negara Islam sebagai negara idiologis, artinya bah
wa negara Islam itu berlarndasken kepada suatu idiologi--
(Isle m) dan bertujuan untuk menegalkan idiologi ter-

but. (Abu A'la al-Meududi, I : 1990 : 166)

Dengan demikian, Islam meletakkan keimenan seba-
gul simpul utama .bagi kesatuan dan persgtuan masyarakat-
nya, suatu masyarokat yang dalem piagam Madinah disebut
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dengen istilsh 3 -"-’";‘9 anl , mengandung
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mo. kna, bahwe mereka (muha jir dan anshar) disisi Tuhan
menjadi umat yang satu, yeng dinamekan umat Islem dan
disisi masyarakat dunia umumnye mereka adalsh warga ne-

gare  yeng oatv. (H. Zainsl Abidin Almad, 1 : 1977: 158)

oementara’itu, negsra-negura moderen ssat ini di-
diriken tas desar etnisitas, kultur, bshasa serta wila-
yah. Singkatnya negara moderen itu didirikan diatas kon-
sep nasionalisme, suectu konsep yeng berunsurkan
1 . Kesadaran dan kemsuan untuk hidup daimn satu negara

tersendiri.

2. Pengalsman, penderitaan, perjuangan dan kemenangan ,
bersama-sama dimasn lampau, berikut kesediaan untuk
berkorban demi masa depen. _

3. Terpenggil untuk menjalankan peranan diantara bangsa
bangya.

4. Way of life tersendri (hidup menurut tradisi, watak,

seman;et dan kepribadian sendiri. (H. Hoeta oeroek ,



I, 1971:133)

Prof. Ernest Renen memberikan catatan, bahwa na-
sionalisme itu tidak ditentukan oleh ras,agema, bahasa -
peradaban ataupun ekonomi. hanya dapat dikatakan behwa
faktor-faktor obyektif tersebut diatas, mungkin merupa -
kanfaktor-faktor kausatif yang menentukan ada atau tidak
adanya nasionalisme yang bersifat husus. (F.Isjawara,LLh,
VI,1978:126) .

Sementara itu, cita-cita nasionalisme untak ber
Juang mewujudkan perbedaan diantara bangsa-bangsa, yang
meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewiba-
waan, gengsi dan pengaruh, hal itu merupakan cita- cita
yang paling kuat.(F,Isjawara, L1M,V1,1978: 126)

Pergoalan ini patut untuk kita angkat kembali me-
ngingat konsekwensi logis deri konsep ini adalah plura-
lisme bangsa dan negara, dengan pandangan hidup, norma -
hukum, norma susila dan pola hubungan antar warga bahkan
antar bangsa yang berbeda satu sama lain. - Pluralisme
bangsa jelas dapat diterima oleh Islam, tetapi pluralis-
me politik dalam kerangka negara modern perlu kita kaji
lebih jauh, jika konsep umah wahidah masih dianggap rTe-
lefan.

Dan sejauh ini, wujudnyata negara Islam atau Dar-
al-Islam yang oleh Azyumardi Azra diistilahkan dengan

Relegiosly Based State (negara yang terbentuk atas dasar



keimanan. (Azyumardy Azre, IV: 1983: 12)

Hal ini penting, kerena dalam konsep dar al-Tslam
dan dar sl-Harb terkait beberapa prinsip penerapan sya-= -
ri'ah misalnya : kewarganegaraan, ruang lingkup berlaku-
nya syari'ah, pola hubungan antar bangasa babkan antar
fecama WArgZs Negnra,

Ketika nmet Islam masih memiliki. kesatuan politik
memegang hegemoni politik, pelaksanoan atribut-atribut ,
diatas dapat dijalankan dengan ﬁempurna, dan kita dapat

melihat dengan jelas batas-batas dan warnanya.

Namun ketika kesatuan dan hegemoni tersebut hi-
lang, umalb Telam tidak mampu lagi berbuat banyak ketika
gaudara-sgudaranya dibantai dnlem perang bosnia, mereka
yn ng menzalami penderitaan karena kemiskinan dan kebodo
han dan yang dipmrlalkukan secara diskriminatif = kestika
hendak menampakkan jati dirinya, sementara Teglam dengan

Flas wengajarkan bahwa sestmé muglim adalah saudara.

Adalsh satu kenyatsan bahwa saat ini umat Islam
hidup den bersda dala m berbagai negara, dengan identi-
tas dan aliran politik mnsing-masing, serta tunduk dj -
baws kontensi-konvensi internasional sehingga konsep hi-
jrah menjadi sulit untuk dilaksanakan, karena terbatasi
oleh aturan-aturan hukum internasional yang membatasi a-
danya migrasi besar-besarnn, disamping tiap-tiap negara

graebut memiliki persoalsun dan kebijekan sendiri-sendiri.



Namun demikian, adanya suatu wilayah bagi kesatu -
an politik ummat Islam dirasakan sebegai kebutuhan, ka-
rena komunitas Islam diharapkan menjadi cahaya (taula -

dan) bagi ummat manusia, sebagaimana diisyaratkan dalam

firman-Nya:

AL Ogany Cdt Gl Gkl

"Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk -
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari

yang m?ngqu, dan beeiman kepada Allah", (Depag RI., 19
T1: 94

B, Identifikesi Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang masalah di a
tags dapat diketahui bshwa masalsh pokok yang akan dipe-~
lajari adalah sistem dar al-Islam dan dar al-Harb serta

aplikasinya,

Aken tetapi supaya masalah ini lebih jelas dan
terarah, perlu adanya pengkeitan dengan sistem percatur
an negara modern. Oleh karena itu, dalem masalah ini da
pat dirumusken dar al-Islam dan dar al-Harb serga apli-

kasinya dalam tata politik negara modern.

C. Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan dan penulisan skripsi ter -

arah dan ruang lingkupnya tidak timbul kekelituan dalam



pembahassan nanti, setelah penulis mendekati pada tujuan

dan maksud, maka perlu memhbuat batassn-batasan dalam

skripai ini sebagai berikut

- Dari segi obyek : Yaitu semua buku-buku yang ada pang
kal mazalshnya dengan pokok bahasan
akripsi ini, yoitu dar al-JIslam dan
dar al-larb serta aplikasinya dolam
tata politik negare ﬁodern.

-~ Dari segi waktu : Selema tehun 1995

Dengan pembatasa n demikian, maka rwmsan masalah
nya menjadi tentang dar al-Islam dan dar al-Harb
serta aplikasinya dalam tata politik negera modern pada

tahun 199%.

I'. .Rumusan Linsalah

Dari uraian tersebuvt di atas, terdapat dua perma-
anlnhan yang layak untuk dikaji lebih jauh, yaitu :

1) Dikaitkan dengan perkembangan tsta kenegaraan dewasa
ini, bagaimenwckeh konsep dar al-Islum dan daf al-Harb
tersebut dipesisikan.

2 ., Dalem kontek negara modern geperti sant ini, bagaima
nakah ufribﬁz;atribut yang berkeitan denga?/gbnsepsi-
dar al-Tslam dom dar al-Herb dapat dimaniféstasikun ’

misalnya konsep tentang kewarganegaraan dan pelaksana

an keientuan-ketentuan syari'ah.



E. Tujusn den Kegunnan
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Adapun ftujuan don kegunasan dari pepyusinan skrip-

i ini sdalah :

1. Tujuan Fenyusunan

]

a., Dnrd segi teoritis

1. Untuk mengetshui perkeabangan konsepsi dar al -
Tglam dun da r al-Harb delsm khazanah intelek -
tual Iglam, kaitanyn dengan pelaksanaen syari'-
ab Ialan.

2. Mencari slternatif bagi kemungkinan penerapannyaA

dalam kasus negara modern atau negara kebangsa

m dewasn ini,
b, Dari segi proktis

Untuk memenuhi persyarntan akademik dalam me-
raih gelar sarjana dalauw bidang §lmu syari'ah, pada

IAIN Sunan Ampel Sursbhaya.
Kepnnaan Penyusunan

. Kegunaan yang bersifat ilmiyah, yakni untuk menam-
ba h wacana pengetahuan disekitar masalah politik
Islam, yang diharapkan dmpal bergnna aghagai . sum-
beugan pemikiren d~lsm ilmu kesyari'ahamn,

b. Diharapkan dapat menjedi tambahan perbendaharan ke
jlmuan syari'bh bidang siyasah, unink pennligan den

¥gian selanjutunysa.



P. Telaah Pustsaka

Yenurut hemszlt kami, tidak ada agama 4i dunia ini
vary; melebihi Islam, dalam hubungannysz dengasan bidang
politik, sehingga terjadi persatuen entara agama dengan
politik. Hubungan erat antara agama dan politik bahkan -

telah menjadi satu ciri dari sejarah perkembangan Talam,

Kalau kita menyimek aktifites na bi diketika be-
liun menyvsun tata aturan bagi pola huthgun anta ra ko-
muinitas Islam dan komuniktas non mmslim (Piagam Madinah )
dimana hila tata aturan tersebut kita bandingksn dengan
nkonran-ukuran politik wasa ini, dapatlah kita . katokan

bnhwa aturan tersebut adalah tata aturan politik.

Dalam wacena politik Tslam, pembicaraan politik -
aelalu sajs mengacu kepoda persoalan imamah atau imam
dimana imam merupakun stu pilar dari tiga komponen keku-
atan bagi tegoknya kekuasann Isla m. Sedang duz komponen

lainnya adalsh syawri'ah dan hangasa.

Adapun makna hakikl dari imamah adalnh : Pemerin-
tahan Islam yang mempunye i undang-undang, atau dengan
¥ats lain adaloh pmerintahan yang undang-undang dasarnya
adanloh syari'at Islam. (Fref.TM, Hasby Ash-Shiddiqy, T :
1971: 49)

Reorientssi makna tersebvt dupat kita pahami, me-
ngingat syari'at Islam adnlah Syari'at paripurna yang

jsinya melipmti semua risi kehidupan manusia. Lebih dari
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jtu hila kite memeriksa sejatah para Kabi-Nabi, maka nam
pa klah Yohwa hanga eda dua Rasul (Tsa dan Muhammad)yang
memiliki peran gandn, yaokni membawe aggma dan . aekaligus .

diperintdkan untuk melakukan jihad, menegakkan suatu ne-

~ara yans aken melindungi syarai'at cgama yang dibawanya

Ferangkd dari kerungka besar inilah selurnh go-
Tongan Mu*tezilah ( keruali beberapa orans), Khowari]
( sela iv golongan Najdah) dan gelongan Syi'ah sepakat
bahwa menecalkan imamsh 1lu wajib.Mereka mengajukan bebe
rapa nlasar untuk mendukung pernyataanya, diantara ala-
gan itu Jdiantaranva
1. Ijma'ul Ummeh, selurvh ymat gepckat bulat bahwa ada-
nya kepala negara adalah sala satu hal yang © sangat
perlu meskipun mereka berbeda pendapat tentang siapa-
yang skan dibaiat da lam periatiwe setelah wnfatnya

Rasul.,

™)

. Untuk menolak bencanna-hencana yang ditimbulkan ' 2leh
kacau balaunya keadaai,

3. Melaksanakab tugnc~tncas kescamean.

~
[ ]

Tintuk mevujutka n keadilan ynng sempurun, (Hasby Ash-

siddieqy,I1,1971:49)

Avhirnya dengan bertitik tolak dari arti penting-
negnra dan dengan memperlimbangkan syari'at islam yang
beraifat  Universal, maka pnra fuqoha! membagi dunia
wenjodi dua katagori yaiti:

1. Yang melingkupi segale negara islam, yang dinamakan-
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dar aj- Tslam,

2. Yang melinugiupil segala negara-negara selnin islam,
yang dinamakan dar al- Harb, ( Hasby Ash Siddiqei, I,.
1970 : 16 )

Disampinz kedua intilah tersabut, dalam fiah siya-
auh dikenal pula negara-negara yung masuk dalam katngori
Ahd dau Awn, yaitu negaru yang memp unyai hubungan dengan
negara Islam karena adanya suatu perjanjian keamanan dan
kewajiban .timbal balik, atau karena suatu perjanjian kea-

manan . biasa. ( Abdul Hsmed Sulayman, 1929: 8)

Adapun negara-negara yvang masuk delam katagori dar
nl.- Islam adalah negara-negara yang didalamnya tervdapat
serala bhukum iglam, atav nendudukpya yang muslim .. dapat

melaksan aken ketentdan-kelentuan syari'at Islam. Sedang-

kn n yang masuk dalam Imtagori dar Al-harvb, ndalah
aemplah negeri ysng buken islam atau negurn yang tidak

memakai hukum isl)am, ( Hasby Ash Siddigey, I, 1970: 17 )

0leh karenmanya, maka penduduk dar al-Islam dipan-
deng sebagai satu bangss baik yang diperintah satu peme -
rintahan atau oleh beberapa pemerintahan dan begitu pula
sebaliknya dengan penduduk dar al- harb, Berdasarkan hal
itu pula lab, warge negara dar al-Islam dibedakan dalam
ketagori muslim dan dhinmj, sementara warga dar-al harb
dibedaka kalogori harbiyun dan orang-orang yang berugama

Islam. ( Abd. al-Kaviw Zaidan , tt :13 )
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Permnalan usekerang, sebagntiman yang i ungkapkan
oleh Maulanubh Mubommad Ali, yang dikutip oleh Akhmad-
Binhaji, bohwe istilah dur A1-Tslam dan dav al-harb tidak
pernah digonakan bailk oleh Al-qurfan maupun hadits Nabi,

( Akhmad finhaji; Ve 1994 : 25)

Memang, bensr behwn iztilah dor al-bharb digunakan -
dsilom shobih ol Bokhori, tetapivhal itu hanya sebagai ju-
drl delam salah satn pasalnya. Dalam hab'ternnbui terda. -
pal dug hadits ya ng meging-masing merbicarakan kota Mek

kak dan Rabhah, cementa ra masyarakat islam dalam keadaan

perang dengan.. masyarakat setempat,

Tetopi snysngnya tegas Muhemmad Ali, iatilah
tersebut kemudian digurnken éleh pata juris Islam(fuqoha)
mntrk menyebut negaras-negare fang tidak berade dibawah
remerintohan Tslam, walaupun sehenarnya mereka tidak da-
lest kenda an perang . Pada akhirnyn negara-negara islam ,
selulu dihedapken pada posiai perang dengan negara-negara
nnn mualim, Dan hila posisi ini tetap dipertahankan maka

muat islem akan sem oakdn sulit untuk menerapkan ide- ide

nya
Menyimak persoalan ini, barangkali benar pendepat:
Tdendeh, Pohwa masdah Kedudunkan minoritas unon muslim

don dalen seal conder, perlka2daan-perbnduaan vang mengarah
kepada diskiiminasi sangot menonjol dalem bukum islam, (

AKh Minhaji, V: 1994 : 20)
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Kemudian msnyapzkut penbentukan satn komunitas po-
1itik muslim dan sampai padn tahadb tertentu mendirikan ne
gara Islam, demi kelangsungan penerapan syari'at Islam
maka pembagian dunia kedalam dua kategori di atas, pada.
ahirnya dapat dipandang melanggar pondasi hukum internasi
onal dan sekaligus mengganggu sistem hubungan-antar nega
ra. balam posisi tertentu, ia juge akan menyulitkan umat
Tslam untuk menegakkan norma-norma dalaint menghafiapi per-

lawanan dunia luar kendatipun umat Islam berjumlah mayori

tas.

Menurut kaideh hukim jnérnnsional, pembentuka ne
gara baru haruslah mendapat pengakuan dari jmgyarakat in-
ternasional, batas-hatas wilayshnysharus jelas dan dapat
Aijamin oleh konvesi internasional dari ganggusn perbatas
an dan kelangsungan hidup pemerintshannya juge bergantung
kepada kerja sama ekonomi dan politik yang aktif dari

komunitas dunia yan;z berpengaruh.

Lebih dari- 4tu, saat ini agma tidak lagi menjadi
faktor utama dan menentukan dalam percatura n negara mo-
dern. Persatuan dan kerja sama negara modern, lebih ba-
nyak di dasarkan kepada kepentingan negara modern, lebih
banyak didasarkan Kkepa :.da kepentingan ekomomi sosial bu-
daya, pertahanan badan ilmu pengetahuan, baik dalam se-

kala regional maupun internasional.

Lan sedemikian jauh, gagasan bahwa konsekwensi aja
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ren Marx tentang : Historis materialisme : yang berujung
pada hilangnya negara-negara di dunia, ternyata juga ti-
dak benar. Negara-negara tetap ada, den para negarawan -
menolak sifat PBB sebagai super state, dan tetap menghen

daki kedaulatan tiap-tiap negara merdeka.(wWiryono Projo-

dikoro,I1,1971:126)

¢. Metode Yenelitian

Dalam pembahsan skripsi ini, penyusun mengzgunakan
beberapa metode penelitian, entara lain
1. Pengwnpula n data
Metode pengumpulan dats dalam usaha pembahasan skrip-
si 1ni, kami lhkukan dengasn mengadakan penelitian pa-
de sejumlah leteré&tur yang berkraitan dengan pokok
masalah,

2. Analisa data

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh, penyusun
nkan menggunakai metode-metode berikut ini:
n. etode induktif
Metode ini dipakai untuk menganalisa date-data khu
sus yang mempunyai kesamaan, sehingga dapat digene

ralisasikan menjadi suatu kesimpulan.
b. Metode Deduktit

Metode ini digunakan untuk menguraikan data-data -

yang bersilat umun, sehingga diperoleh suatu pe-
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ngertian yang bersifut husus.

c. lhetode komperatif
lhetode ini dipaksi untuk mengenalisa data-data
yang berbeda, dengan jalan membandingkan untuk me-
ngetahui mana yang lebih kuat ateu untuk mengkom-

parasikannya.

H, Sistemetika pembahasan

Untuk lebih mudah dun terarahnya pembchasan dalam
skripsi ini, maka skripsi ini kami susun dengan urutan-
sebugai berikut:

Bab pertsma, merupakan pendshuluan dari .tulisan-
ini, juga akan kami uraikan mengenai latar belakang mas-
alah, pokok-pokok permasalahannya, tujuan dan kegunaan ,
telaah pustaka berikut kerangka teoritiknya, dan sestem-

atika pembshasan.

Bab kedua, membicirukan tentang persoélunupersoal
an yang berkaitan dengoen konsep negara modern, yang me-~
liputi : Fengertian, sysrat-syarat, dasar dan tujuan ne-
sara modern, bangunan tazta hukupnya dan pola -hubungan

diantara negara-negara modern dewsss ini.

Bab ketiga, berisi tinjauan secars umum atas ke-
beradaan konsep dar al-Islam dan dar al-Harb, yang meli
puti kajian tentang pengertiannya, dasar hukum, sejarsah

perkembangan. konsep tersebut berikut pola penerapannya.
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Bab keempat, berisi analisa akan kemungkinan pe-
nerapan konsep dar al-Islam dan dar al-llarb dalem kasus
negera modern ssat ini, yang berisi Analisa konsepsio~ -

nal dan analisa kemungkinan-kemungkinan penerapunnya da-

Iam kontek negera modern.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan, sa-

ran-saran don lampiran-lampiran.



